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Abstract: Attitude and Behaviour of Offi cials, SKPD Unit in the Governance 
of APBD and Local Assets. The objective of research is to describe the attitude 
and behavior of offi cers in the SKPD Unit in implementing the management of APBD 
and Local Asset at Buton District, including SMPN, SMKN, SMAN, units of offi cial, 
heads of subdistrict, units of offi ce, UPTD Diskes, UPTD Dikbud, and BPKAD. Re-
search method grounded theory approach. Result of research indicates that one 
of attitudes and behaviors shown by the offi cers in implementing the management 
of APBD and Local Asset is activeness. This activeness is seen from the offi cers’ 
consistency in implementing the management of APBD and Local Asset at all re-
lated units. BPKAD is assigned by the local government to be a coordinator in the 
management of APBD and Local Asset for Buton District.   

Abstrak: Sikap dan Perilaku Pejabat, Unit SKPD Dalam Pengelolaan APBD 
Dan Aset Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  sikap 
dan perilaku pejabat, unit SKPD  dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan 
Aset Daerah di Kabu paten Buton yaitu SMPN, SMKN, SMAN, unit dinas, camat, 
unit kantor, unit UPTD Diskes, unit UPTD Dikbud, dan BPKAD. Grounded the-
ory sebagai metode digunakan dalam penelitian ini.  Hasil penelitian ini me-
nemukan beberapa sikap dan perilaku pejabat yang aktif dalam melak sanakan 
pengelolaan APBD dan Aset Daerah. Sikap aktif ter sebut ditunjukkan dengan 
adanya konsistensi pejabat dalam melakukan pengelolaan APBD dan Aset di 
seluruh unit terkait, serta BPKAD ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai Koordi-
nator dalam pengelo laan APBD dan Aset Daerah di seluruh daerah Kabupaten 
Buton. 

Kata kunci: sikap dan perilaku positif, pejabat pengelola APBD, aset daerah

Sikap dan perilaku pejabat 
dalam melakukan pengelolaan 
APBD dan aset tampak ada respon 
dari semua unit unit terkait, mi-
salnya; SMPN, SMKN, SMAN, di-
nas, camat, kantor, UPTD Diskes, 
dan UPTD Dikbud. Hal ini dapat 
diamati di dalam melakukan 
rencana penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, 
sampai pada inventarisasi semua 
aset daerah. Setelah anggaran di-
susun, dilakukan pengesahan dan 
pene tapan anggaran. Setelah itu, 
baru lah tahap pelaksanaan APBD, 
dan dilakukan evaluasi oleh gu-
bernur. Hasil evaluasi dapat 
diwujud kan melalui peraturan 
APBD. Inti permasalahan yang 
utama pada tahap pengelolaan 

APBD adalah bagai mana melaku-
kan pengelolaan APBD dengan 
baik agar tidak tejadi kebocoran 
dalam menjalankan APBD dise-
mua unit terkait, demikain yang 
telah menjadi aset daerah harus 
dilakukan inventarisasi setiap 
bulan dan dilakukan pelaporan 
berkalah.  Laporan  tersebut  di-
sampaikan atau dilaporkan kepa-
da kepala daerah melalui BPKAD 
sebagai  koor dinator  dalam  pe-
ngelolaan APBD dan Aset Daerah. 
Sikap yang tampak ditunjukkan 
adalah sergap saat dilakukan me-
ning katkan inventari sasi dan pen-
dataan aset daerah secara maksi-
mal di berbagai SKPD dan UPTD.

Sikap dan perilaku aparatur 
atas pelaksanaan APBD sangat 
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terkait dengan realisasi APBD. Sedangkan 
APBD mencakup pendapatan, belan ja, dan 
pem  bia ya an. Oleh karena itu, kompo nen-
komponen tersebut ber hu bung an langsung 
dengan arus kas masuk  dan arus kas ke-
luar.  Salah satu kom  ponen peng e  luaran 
daerah adalah peng  a daan aset-aset daerah. 
Oleh karena itu, inventari sasi dan pendata-
an aset di semua SKPD dan UPTD perlu di-
lakukan dengan baik.

Dapat dilakukan identifi kasi dari se-
jumlah pengertian sikap tersebut misal-
nya; Rokeach (1968), Myers (1983), Nouri 
dan Parket (1996), McClung (1999), Chong 
dan Wentzel (2002), Wal gito (2004),  Moe-
nir (2000), Gerungan (2004), Sofyandi dan 
Garniva (2007), Suprijanto (2007), Mantja 
(2007) , Thoha (2007), Shaleh (2008), dan 
Azwar (2009), Sobur (2009), maka dapat di-
nyatakan bahwa setiap orang me mi liki dua 
macam sikap, yaitu sikap po sitif dan nega-
tif.  Sikap positif dapat bereaksi terhadap ber-
bagai hal dan diikuti dengan per buatan yang 
ber manfaat bagi kepen tingan orang banyak, 
se dang kan sikap negatif tidak mem  berikan 
tanggap an dan bahkan meng hin darinya.  

Sikap senang/ bahagia/ gembira atas ke-
puas   an kerja yang diraih sehing ga termotiva-
si untuk meng hadapi pekerjaan berikutnya, 
ke puasan kerja ter sebut merupakan sikap 
positif terhadap peker jaan nya (Sofyandi dan 
Garniva, 2007:91). Sikap me  rupakan cita-
cita atau ke ingin an un tuk menye le sai kan 
pekerjaan ter  tentu, se hingga tuju an dica pai  
secara mak simal (Freud dalam Ma’rat dan 
Kartono, 2006: 63-65).

Sementara itu, pakar lain ada yang ber-
bicara tentang perilaku, diantaranya Branca 
(1964), Sartain, et al., (1967), Woodworth 
(1971), Skiner (1976), Crider (1983), Baron 
dan Byrne (1984), Poedja wijatna (1987), 
Nimran (1999), Walgito (2004), Luthans 
(2005), Mar’at dan Kartono (2006), Mantja, 
(2007), Walgito (2007), Yusuf dan Nurihsan 
(2008). Mereka juga mempunyai pan dangan 
yang sama  tentang  perilaku  manusia  yak-
ni,  sebagai res pon aktif dan pasif terhadap 
stimulus yang dite rima dari berbagai sim-
bol, baik dari dalam mau pun dari luar.  Ber-
dasarkan latar belakang terebut maka pene-
litian ini bertujuan mendeskripsikan  sikap 
dan perilaku pejabat, unit SKPD  dalam 
melaksanakan pengelolaan APBD dan Aset 
Daerah di Kabu paten Buton yaitu SMPN, 
SMKN, SMAN, unit dinas, camat, unit kan-
tor, unit UPTD Diskes, unit UPTD Dikbud, 
dan BPKAD.

METODE
Penelitian ini menggunakan grounded  

theory ber dasarkan fenomena, pen dekatan 
interpretatif. Model grounded theory lebih 
mengarah pada  pen dekat an per spektif emic, 
dari pada pendapat pene liti. Per spek tif emic, 
lebih mem per hitungkan  ke benar an  infor-
man kunci, tentang bagaimana me man dang 
se suatu dengan berdasarkan penafsiran 
atas fenomena, ketim bang  memaksakan 
pandang an peneliti. 

Penelitian ini dilakukan pada kabu-
paten Buton, yang terletak di bagian Timur 
Indonesia, pada Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Buton di Pas-
arwajo.  Unit analisis Badan Pengelola Keu-
angan dan Aset Daerah, dengan informan: 
(1) Kepala Bidang Anggaran, dan Ka. Sub. 
Anggaran. (2) Sekretariat, dibantu oleh salah 
satu Staf yang dapat dipercaya. (3) Kepala Bi-
dang Akuntansi Keuangan Daerah, dibantu 
oleh Ka. Sub. Bagian Akuntansi Keuangan 
Daerah. (4) Kepala Bid. Perbendaharaan, 
dan dibantu oleh Ka. Sub. Bidang Perben-
daharaan. (5) Bidang Kekayaan Daerah, dan 
dibantu oleh Ka.Sub. Bidang Kekaya an Dae-
rah. (6) Bendaharan Umum Daerah. Jum-
lah infor man kunci dalam penelitian sekitar 
sembilan orang. Kesembilan orang ini meru-
pakan kunci dalam men cari berbagai sum-
ber informasi sensasi dan persepsi aparatur 
dalam melak sanakan akuntansi keuangan 
pemerin tah daerah di Kabupaten “Buton” di 
Indonesia.

Data penelitian ini diperoleh dari inter-
pretasi fenomena. Peneliti dapat mencer mati 
me la lui pengamatan, menelaahan, berdasar-
kan feno mena yang dapat diamati, misalnya: 
(a) hasil observasi, (2) wawancara menda lam 
dengan ber bagai nara sumber, (3) dokumen-
tasi, baik doku  men pribadi, mau pun doku-
men resmi berupa laporan keuang an akun-
tansi ke uangan pemerin tah daerah, maupun 
doku men pendu kung lain nya.

Instrumen utama dalam penelitian ini, 
ada lah peneliti  sendiri  dan  dileng kapi  deng-
an ins trumen lain, seperti: (1) buku catatan, 
(2) ka mera, (3) han dycam, dan (4) radio tape 
dan lain-lain instru men yang dapat digu-
nakan se bagai penun jang dalam perolehan 
data lapang an. Harun (2007) alat untuk me-
rumuskan permasalahan dan fokus serta 
tujuan penelitian, peneliti sebagai instrumen 
utama dan dibantu oleh informan kunci. 

Pengumpulan data, dilakukan dalam 
tiga taha p an, tahap pertama dilakukan 
pendekatan dengan melakukan pengamatan 
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dari jauh, tahap kedua melakukan peng-
amatan dan wawan cara menda lam dengan 
informan kunci, dan tahab ketiga adalah 
melakukan diskusi tentang temuan diper oleh 
melalui tahap pertama, kedua dan ketiga se-
bagai dasar dalam menetapkan pemaha man 
sikap dan perilaku aparatur dalam melak-
sana  kan ang garan pendaparan dan belanja 
daerah.

Studi ini menggunakan isti lah analisis 
yang bertujuan untuk melakukan pengkaji-
an dan ana lisis di ma sing-masing sub topik. 
Alasan nya, me tode yang di gu na   kan dalam 
stu di ini adalah me tode kualitatif dengan pen-
dekatan grounded theory. Kerena itu, setiap 
data harus diana lisis guna memahami sikap 
dan peri laku apa ratur pe me rin  tah. Selain 
itu, anali sis diartikan seba gai suatu penye -
li dikan dan pe merik  saan terhadap hu bung-
an antar bagian yang memi liki keterkaitan 
se hingga dapat mem berikan pemaha man se-
cara ke selu ruh an dari berbagai topik.

Sementara Strauss dan Corbin (1990), 
serta Rahim dan Rahman (2004) menyatakan 
bahwa pendekat an grounded theory meng-
enali 3 (tiga) model ana li sis yang dapat 
dipakai, yaitu: per tama, open coding meru-
pakan anali sis data di la ku kan dengan cara 
identifi kasi data melalui kate go risasi dan 
pena maan yang di temukan dalam transkrip 
wawancara dengan informan. Kedua, axial 
coding merupa kan per paduan antara cara 
berpikir induktif dan deduk tif dengan meng-
hubungkan berbagai ka te gori yang sama 
atau mirip dalam bentuk susunan kode-
kode yang sama. Data-data ter sebut tentu 
data yang diper oleh dari open ko ding. 

Ketiga, selective coding merupakan pro-
ses memila han kate gorisasi akhir sebagai 
peng hubung antara ketegori satu dengan 
yang lain nya dan kategori ter sebut mempu-
nyai feno mena yang sama. Dalam grounded 
theory ka te gori utama dapat meng hubungkan 
antara satu kategori dengan kategori yang 
lain.  Hubung an tersebut bagai kan seutas 
benang, kategori ter sebut memintal yang 
lain, me ma dukan dan mem beri sebuah alur. 
Sehingga jalinan semua kate gori  yang mem  -
perkuat di sekitar inti disebut sebagai selec-
tive coding. 

Soenarto (1993) mengemukakan alas-
an utama pemilihan informan kunci  ter kait 
dengan ke an da lan data. Karena itu, pene liti 
bisa mela kukan pen  de  ka tan secara individu 
yang ter kait dengan bidang akuntansi ke-
uangan peme rin tah daerah. Bidang-bidang 
yang me lak sanakan akun tansi ke uangan 

pe merintahh daerah adalah cukup banyak, 
di antaranya  kepala  bidang  masing-ma-
sing SKPD yang mem punyai relevan si, se-
perti bendahara pene rima pembantu dan 
 ben  da  hara penge  luaran pem bantu. Masing-
ma sing bidang ter sebut me lakukan per tang-
gung   jawab an se suai ke we nang  an masing-
masing. Berikut ini adalah na ma dan karak-
teristik infor man ter kait dengan pengelola an 
keuang an da erah, adalah sebagai berikut.

Pertama, H. Kaharuddin Syukur adalah 
apa ratur yang ditunjuk pemerintah daerah 
se bagai peja bat BUD, memiliki karakteris-
tik kumanistik, dan aga mais dan menyatu 
dengan seluruh apa ratur di badan pengelola 
ke uang an dan aset daerah (BPKAD). Kedua, 
H. Muchlis Muchsin merupa kan aparatur di 
badan penge lola ke uangan dan aset daerah, 
yang mem bi dang se bagai Ka. Bidang Ang-
garan di BP KAD, sifat dan karak teris  tik beliau 
adalah huma nis dan disiplin. Ketiga, Sumi-
tro meru pa kan aparatur yang ditem patkan 
di BPKAD sebagai Ka. Bagian Peng hapus an 
Aset Daerah, sifat dan karakteristik beliau 
adalah selalu ber bicara berdasarkan bukti. 
Keempat, Hj. Sarsiah sebagai apa ratur BP-
KAD, yang ditempatkan se  bagai Ka. Bidang 
Akuntansi Keuangan Pe me rintah Daerah, si-
fat dan karak teristik be liau adalah human-
is, agamis dan be kerja se lalu ingat perintah 
dan larangan Allah serta petujuk dan  na-
sehat orang tua, beliau selalu ber kata ingat 
janji, dan hati-hati menge luar kan ucapan, 
karena semua yang keluar dari mulut kita, 
itu merupakan hak orang lain. Kelima, Wa 
Ode Sitti Raymuna adalah aparatur BPKAD, 
yang di  tem   pat kan se bagai Ka. Bag. Akun-
tansi Umum, sifat dan ka rak teristik beliau 
adalah mau belajar dan tidak malu bertanya 
kepada sia pa saja yang di anggap paham ter-
hadap akun   tansi ke uangan pe merin tah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pejabat pengguna anggaran/pengguna 

barang/jasa tersebut ma sing-masing diban-
tu oleh ben dahara pengeluaran pembantu 
dan bendahara pene rima pem bantu. Ben-
dahara penerima pembantu ada di 19 SKPD. 
Untuk jelas dapat dilihat pada berikut di 
bawah in.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kepala 
daerah memberikan ke wenang an kepada 
sekretaris daerah. Kewenangan tersebut dii-
kuti dengan per tanggung jawab an kepada 
kepala daerah. Kewenangan tersebut meng-
acu kepada Permen dagri, yang menyatakan 
bahwa pemegang kekuasaan atas penge-
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lolaan ke uangan daerah adalah kepala dae-
rah. Selaku peme gang kekuasaan pengelo-
laan keuangan daerah maka ke pala daerah 
boleh melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasa annya kepada sekre taris daerah se-
laku koordinator dalam pengelola ke uangan 
daerah.  

Tentu, sekretaris daerah selaku koordi-
nator juga harus mempertanggung jawab kan 
semua kegiatan yang berkaitan dengan pe-
ngelolaan keuangan daerah ter sebut. Setelah 
menerima laporan pertanggung jawaban dari 
para kepala satuan kerja perang kat daerah 
(SKPD), sekretaris daerah harus melaporkan 
kinerja ma sing-ma sing kepala SKPD kepada 
kepala daerah.  Hal ini diungkapkan oleh 
infor man di bawah ini.

 “Setahu saya, pejabat pengelola 
keuangan di daerah cukup ba-
nyak. Pejabat ter sebut di antara nya 
adalah kepala SKPD selaku PPKD. 
PPKD juga merangkap BUD. Disitu 
ada penunjukkan kuasa BUD dan 
ditetap kan dengan keputusan ke-
pala daerah. Pejabat pengguna ang-
garan/ pengguna barang misalnya 
kepala SKPD dan pejabat pelak-

sana teknik SKPD, pejabat penata-
usahaan keuangan SKPD, Ben da-
hara penge luar an pembantu, dan 
Bendahara Pene rimaan Pembantu, 
juga ditetap kan dengan SK Bupati. 
Sebelum diangkat, semua pejabat 
ter sebut ditanya tentang kesang-
gupan mereka menjalankan tugas 
yang dibebankan. Jawaban mereka 
ber fariasi . Ada yang bersedia, ada 
yang siap, ada yang mau, dan ada-
pula yang ingin menj alan kan ama-
nah sesuai dengan kemampuan ma-
sing-masing. Menurut  hemat saya, 
pada umumnya jajaran kepala SKPD 
s.d. kepala bidang menjawab berse-
dia, sementara pada level bawah ada 
tiga jawaban yang bervariasi, yaitu 
siap, mau dan ingin menjalankan 
amanah tersebut. Berdasar kan ke-
nyataan yang sesungguhnya terjadi, 
mereka melakukan apa yang mere-
ka katakan” (Abd. Fattar, 5 Agustus 
2008).

Pernyataan informan di atas menun-
jukkan sikap antusias aparatur atas tugas 
dan tanggung jawab yang diamanahkan ke-

Gambar 1
Jumlah SKPD dan UPTD sebagai Pengelola Keuangan Daerah

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton
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padanya. Tanggung jawab ter sebut  meru -
pa kan pernyataan sikap kesediaan para 
pejabat pengelola ke uangan daerah, peja-
bat pelaksana anggaran barang/jasa, serta 
pejabat penatausa haan ke uangan daerah. 
Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Per-
mendagri, yang menya ta kan bahwa semua 
pejabat pengelola keuangan daerah harus 
bertang gung  jawab ber dasarkan kewe nang-
an masing-masing. Secara lebih jelas, sikap 
dan perilaku apa ra tur dapat diurai kan se-
bagai berikut. 

Pertama, sikap aparatur pemerintah 
daerah yang bersedia untuk men jalan kan 
amanah yang dipercayakan pemerintah se-
suai dengan kewenangan ma sing-masing. 
Kesediaan tersebut direspon baik sehing-
ga kepala SKPD dan kepala bidang di ma-
sing-masing SKPD berperilaku menjalankan 
amanah tersebut dengan baik.  Kedua, sikap 
apa ratur pemerintah pada level bawah, yaitu 
menunjukkan ke sia pan untuk menjalan kan 
amanah sesuai tugas dan tanggungjawab 
yang diberi kan atasan kepada nya. Perilaku 
yang  muncul atas sikap tersebut adalah 
adanya per tang   gung jawaban yang telah di-
sampaikan setiap bulan melalui pejabat 
penata usa haan ke uangan daerah, yaitu 
bendahara pengeluaran pembantu di SKPD 
ma sing-masing.

Laporan pertanggungjawaban peng-
gunaan dana di ma sing-masing SKPD di-
sam paikan secara rutin oleh penatausahaan 
keuangan daerah. Namun, secara kolek tif 
laporan tersebut dibuat oleh bi dang akun-
tansi ke uangan pemerintah daerah.  Lapor-
an tersebut memuat daftar reka  pi tulasi 
pertang gung jawaban di masing-masing ke-
pala SKPD. Di situlah sek retaris daerah me-
nilai kinerja masing-masing kepala satuan 
kerja perangkat daerah.

Bendahara umum daerah dibantu oleh 
masing-masing bendahara penerima pem-
bantu dan bendahara pengeluaran pemban-
tu mempunyai fungsi dan tanggung jawab 
untuk mela kukan pene rima  an, peng eluaran, 
penyimpanan, dan pengelolaan keuangan 
yang ber sumber, baik dari pemerin tah pusat 
maupun pe merin tah kabu paten. Jadi, yang 
menjadi BUD adalah kepala BPKAD selaku 
penerima kua  sa dari Sekda. Hal ini diung-
kapkan oleh informan berikut.

“Setahu saya, pemerintah telah mene-
tapkan pejabat pengelola keuangan dae-
rah. Misalnya (1) PPKD, selaku kepala BP-
KAD. PPKD selaku BUD, mempunyai tugas 
menandatangani SP2D, SPJ ben dahara pe-

ngeluaran pembantu untuk semua SKPD. 
(2) BUD sebagai pengelola ke uangan diberi  
kuasa untuk menerima, menyimpan, menge-
luar kan dana dari kas umum daerah, dan 
mencairkan uang peng ganti SPJ. (3) Kepala 
SKPD selaku pengelola ke uangan berfungsi 
menan datangani SPJ dan bukti transaksi. 
(4) Bendahara pengeluaran pem bantu se-
bagai penata usahaan keuangan di berbagai 
SKPD. 

Sebelum di SK-kan Bupati, semua pe-
jabat pengelola keuangan di daerah diwawan-
carai lebih dahulu. Mereka ditanya tentang  
kemauan dan keinginan mere ka dalam 
menjalan kan amanah dan kesiapan mereka 
menjalankan semua tugas dan tanggung 
jawab sebagai kepala SKPD di masing-ma-
sing dinas, kantor, atau badan. Demikian 
pula dengan benda hara. Benda hara juga 
diwawancarai dan dita nya kese dia an nya 
untuk melakukan pengelo laan ke uangan 
seperti penerimaan uang, penyim pan uang, 
menyetorkan ke bank, melaporan kepada 
pihak yang ber wenang, menyam paikan per-
t anggung  jawaban, menyam paikan tem busan 
ke pada pihak yang mem butuh kan tembu-
san, dan melakukan SPJ/LPJ. 

Adapun kepala SKPD di masing-masing 
badan, kantor, dan dinas merupa kan pejabat 
peng guna anggaran dan pengguna barang. 
Mereka mempunyai tugas dan kewajiban 
memberikan per setujuan atas peng gunaan 
dana di SKPD-nya ma sing-masing dan ber-
sedia untuk menanda tangani SPJ/LPJ.  

Contoh-contoh SK pengangkatan an-
tara lain: SK Bupati No.2/2008, dan SK. 
No.173/ 2008 berisikan SK pengangkatan 
pejabat pengelola ke  uangan daerah di Kabu-
paten Buton. SK tersebut hanya terdiri dari 
satu hala man, tetapi memiliki lam pir an dan 
penatausahaan keuangan di masing-mas-
ing SKPD. Ber dasar kan peng alaman yang 
saya tahu, semua yang ditawari jabatan ter -
tentu rata-rata me nyatakan mau dan berse-
dia serta siap untuk menjalankan amanah 
ter sebut. Sikap yang umum saya temukan 
pada jajar-an pejabat kepala SKPD dan ke-
pala bidang adalah mengatakan bersedia. 
Kalau jajaran kepala bagi an, dan se terus nya 
mereka mengatakan  siap,  mau, serta ing-
in menjalankan ama  nah ter se but dengan 
se baik-baiknya. Oh ya, lampiran dalam SK 
tersebut me muat nama-nama pejabat peng-
elola keuangan daerah di seluruh SKPD” 
(Tadjuddin Noor-Staf Ahli di BPKAD).

Ada beberapa sikap dan perilaku yang 
tampak jelas dari ungkapan infor man di 
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atas. Per tama, sikap BUD yang bersedia 
melakukan pengelolaan keuang an daerah, 
misal nya;mene rima, mem buku kan, menyim 
pan, menyetorkan, mela por kan ke ba gian 
akun tansi untuk dilakukan pencatatan. 

Kedua, sikap PPKD bersedia untuk 
memberi persetu juan dan menan da tangani 
SP2D dari masing-masing SKPD, dan juga 
bersedia menan datangani  SPJ/LPJ dari 
masing-masing SKPD. Ketiga, sikap ke  pala 
SKPD bersedia menan da tangani peng guna an 
anggaran dan penggunaan barang dan jasa 
di masing-ma sing SKPD yang dipimpinnya. 

Keempat, sikap aparatur ben dahara 
penerima pembantu menunjukkan ke sia p -
an melak sanakan penyuluhan, pena gih  an, 
pemungutan/ peneri maan pajak, dan retri-
busi daerah. Kelima, sikap bendahara pene-
rima pembantu tam pak ada ke mau an untuk  
melakukan penyimpanan, menye tor an uang 
ke bank, me lapor  kan ke dinas pendapatan 
dan bersedia menyam paikan tembusan ke-
pada sek re taris BPKAD. 

Keenam, sikap aparatur bendahara 
penge luar an pembantu mau menge  lola 
keuangan di SKPD masing-masing dalam 
bentuk menyim pan dan me nyam   paikan 
per tang gungjawaban melalui SPJ dengan 
melampirkan SP2D.  Dalam hal penyam pai-
an pertanggung jawaban mereka juga ber-
sedia mendisiplin kan diri terkait dengan 
tuntutan agar laporan SPJ diberikan waktu 
penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan 
tanggal 10 bulan berikutnya. Ketujuh, sikap 
aparatur di bagian akun tan si yang ingin 
mela kukan pen cata tan setiap ada laporan 
dari  berbagai sumber. Mereka juga ber se-
dia mencari sum ber-sumber informasi di 
masing-masing SKPD terkait dengan peng-
gunaan dana.  

Kedelapan, sikap aparatur bidang 
verifi kasi yang ingin melakukan veri fi kasi 
lapor  an pertang gung jawaban kepada ben-
dahara pengeluar an pembantu, sepanjang 
berdasarkan mekanisme yang telah ditetap-
kan. Bidang verifi kasi mau mene rus  kan ke 
kepala badan pengelola keuangan dan aset 
daerah untuk memberikan paraf atas SPJ/
LPJ ter sebut. 

Kesembilan, sikap kepala BPKAD yang 
ber sedia memberi paraf atas SPJ sepan jang 
telah memenuhi persya ratan yang diisyarat-
kan, misalnya harus ada bukti yang sah 
dari penjual/toko, serta ada persetujuan ke-
pala SKPD. Kesepuluh, sikap kepala BPKAD 
yang bersedia mengem balikan surat per-
tanggungjawaban tersebut kepada bidang 

verifi kasi di perbendahara an BPKAD.  
Kese belas, sikap aparatur bidang 

perbenda ha ra an yang mau mem beri nomor 
regis trasi pertang gung jawab an ben dahara 
pengeluaran pem bantu yang akan diterus-
kan ke bidang sistem informasi mana jemen 
keuangan daerah (SIMDA).  Ke dua  belas, si-
kap apa ratur SIM DA yang siap me n erima dan 
mem berikan SPJ tersebut yang akan di terus-
kan ke bendahara umum daerah (BUD). 

Ketigabelas, sikap BUD yang berse-
dia mem beri kan cek dan/atau mencair kan 
peng gantian uang per tang gungjawaban ben-
dahara peng eluar  an pembantu di masing-
masing SKPD. Pertang gungjawaban yang 
dilaku kan oleh bendahara penge luar an pem  -
bantu kelihatan ramai di sekitar tanggal 3 
sampai dengan tang gal 7 bulan berikut nya.

Beberapa sikap tersebut dapat direspon 
sehingga memunculkan perilaku apa  ratur 
atas pengelo laan keuangan pemerintah pada 
tingkat SKPD terkait. Perilaku apa ratur atas 
pelaksanaan pengelolaan APBD pada SKPD 
adalah sebagai berikut.  Pertama, perilaku 
aparatur BUD yang melaksanakan penge lo-
laan keuangan daerah, misal nya; menerima, 
membukukan, menyimpan, menyetorkan, 
dan melapor kan ke bagian akun tansi un-
tuk dilakukan pencatatan. Kedua, perilaku 
PPKD yang memberi  kan per setujuan dan 
menan datangani SP2D dari masing-masing 
SKPD yang masuk dan juga menan datangani  
SPJ/LPJ dari masing-masing SKPD. Ketiga, 
perilaku ke pala SKPD menan datangani lapo-
ran peng gunaan anggaran barang dan jasa 
di masing-ma sing SKPD yang dipimpinnya. 
Keempat, perilaku apa ratur bendahara pe ne  -
rima pem bantu mela ksanakan penyuluhan, 
penagihan, pemungutan/ peneri maan pajak 
dan retri busi daerah. Kelima, perilaku apara-
tur menyim pan, menyetor kan ke bank, mela-
por kan ke dinas pendapatan, dan menyam-
paikan tem busan ke sekretaris BPKAD. 

Keenam, perilaku aparatur bendahara 
pengeluaran pem bantu melakukan penge-
l o  laan keuangan di SKPD masing-masing, 
misalnya menyim pan, dan me nyam   pai kan 
pertanggungjawaban melalui SPJ/LPJ den-
gan melampirkan SP2D. Perilaku ini diikuti 
dengan perilaku menyetorkan pertang gung-
jawaban penggunaan di SKPD ma sing-mas-
ing yang harus disampaikan dari tanggal 1 
sampai dengan tang gal 10 bulan berikut-
nya. Ketujuh, perilaku apa ratur di bagian 
akuntan si  dalam melakukan pen catatan 
setiap ada laporan dari berbagai sumber. 
Selain melakukan pen catatan ter sebut juga 



98 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 3, Nomor 1, April 2012, Hlm. 77-86

mencari sumber-sumber infor masi di mas-
ing masing SKPD yang ter kait dengan peng-
gunaan dana. 

Kedelapan, perilaku aparatur bidang 
verifi kasi untuk mela kukan veri fi kasi la por-
an pertang gung  jawaban bendahara penge-
luaran pem bantu, sepanjang ber dasar kan 
mekanisme yang telah dite tap kan. Bidang 
verifi kasi menerus kan ke kepala badan pen-
gelola keuangan dan aset daerah untuk mem-
berikan paraf atas SPJ/LPJ tersebut. 

Kesem bilan, perilaku kepala BPKAD 
atas pertanggung jawab an tersebut mem beri 
paraf sepan jang telah memenuhi persyara-
tan yang disyaratkan, misalnya harus ada 
bukti yang sah dari penjual/ toko, dan ada 
persetujuan dari kepala SKPD. Kese puluh, 
peri laku kepala BPKAD selanjutnya adalah 
mengembal ikan surat per tang gung  jawaban 
tersebut ke pada bidang verifi kasi di per-
bendaharaan BKPD.  Kese belas, perilaku 
apa ratur bidang perbendaharaan yang mem -
beri nomor register per tang gung jawaban ben-
dahara pengeluar an pembantu yang diterus-
kan ke bi dang sistem informasi mana jemen 
ke uangan daerah (SIMDA).  

Kedua belas, perilaku apa ratur di bagian 
SIMDA me nerima SPJ ter sebut dan mem-
beri pengan tar atas pertang gungjawaban 
ben dahara penge luar an pem bantu mela lui 
SPJ tersebut yang diterus kan ke ben dahara 
umum daerah (BUD). Keti ga  belas, peri laku 
BUD yang menerima surat peng antar dari 
SIMDA yang menya ng kut SPJ. BUD kemudi-
an mengeluarkan cek atau mencairkan peng-
gantian dana sesuai per tanggungjawaban 
bendahara penge luar an pembantu me lalui 
SP2D dan dilam piri dengan dokumen terten-
tu, misalnya; SPM, SPP, GU, dan lain-lain.  
Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap 
dan Perilaku dalam Mengelola APBD dan  
Aset Daerah pada Tahap Axial  Coding 

Pembicaraan  ini lebih difokuskan pada 
apakah ada keterkaitan langsung an tara 
sikap dengan perilaku aparatur pemerin-
tah dalam melakukan pengelolaan APBD di 
SKPD.  Sikap-sikap yang ada pada tahap open 
coding sama dengan sikap ditahap open cod-
ing. Sikap tersebut juga direspon sehingga 
memun culkan peri  laku yang searah dengan 
sikap. Keterkaitan Sikap dan Perilaku dalam 
Mengelola APBD di SKPD. Dalam uraian ten-
tang keterkaitan antara sikap dan perilaku 
aparatur atas peng  elolaan APBD di bawah ini 
akan diidentifi kasi secara langsung keterkai-
tan sikap dengan perilaku aparatur dalam 
melakukan pengelolaan anggaran pendapa-

tan dan belan ja daerah (APBD). Setelah di-
lakukan kategorisasi dapat dilakukan pe-
rampingan yaitu menjadi menjadi  2 sikap 
dan 2 perilaku, yaitu;

Pertama, sikap pemerintah daerah di 
badan pengelola keuangan dan aset daerah 
bersedia melakukan pengelolaan keuangan 
daerah. Sikap ini dido rong oleh stimulus dari 
pemerintah pusat, yaitu UU dan Peraturan 
lainnya yang telah ditetapkan sebagai acuan 
dalam pengelolaan keuangan pemerintah. 
Jika aparatur tidak melaksanakan rambu-
rambu yang telah ditetapkan oleh pemerin-
tah pusat maka aparatur pemerintah dae-
rah akan menemui kesulitan di kemudi an 
hari. Sikap tersebut memunculkan perilaku 
aparatur pemerintah daerah untuk me  la-
kukan pengelolaan keuangan pemerintah 
dengan pengacu kepada UU dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. 

Kedua, sikap amanah. Aparatur be-
ranggapan bahwa semua tugas dan tang  gung 
jawab yang di beri kan atasan kepadanya 
merupakan amanah yang harus di kerjakan 
dan di per tanggungjawabkan ama nah terse-
but. Sikap ini menun jukkan bahwa aparatur 
pemerin tah daerah Kabupaten Buton telah 
siap untuk melak   sa na kan semua amanah 
yang diberi kan pemerintah.  Dari sikap ama-
nah ter  sebut me  mun cul kan perilaku aparat-
ur melak sanakan pengelolaan keuangan 
daerah dengan baik, salah satunya adalah 
memberi persetujuan atas SPJ, me la kukan 
penyimpanan dan penyetoran dana ke kas 
daerah. Selain peri laku ter sebut masih ba-
nyak perilaku-perilaku yang lainnya.

Bagian ini juga mengidentifi  kasi secara 
langsung keter kaitan sikap dengan perilaku 
aparatur dalam melakukan penge lolaan 
aset-aset yang ada di daerah. Dari uraian 
yang telah disampaikan di atas terlihat bah-
wa ada hu bungan timbal balik yang menun-
jukkan bahwa  2 sikap aparatur pemerintah 
dalam mela kukan penge lolaan aset daerah 
juga memun culkan 2 perilaku aparatur pe-
merintah dalam mela ku  kan pengelolaan dan 
inven tarisasi  aset daerah. 

Kategorisasi Hubungan Keterkaitan 
Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Menge-
lola APBD dan Aset  Daerah pada Tahap 
Selective Coding. Kategorisasi   tahap   ini  
adalah perampingan dari hasil kategorisasi 
keterkaitan pada tahap pertama, dan kedua 
di atas. Keterkaitan tersebut telah disam-
pai kan se cara tuntas pada tahap pertama 
dan kedua. Pada tahap akhir ini tidak meng-
hilangkan makna yang ter kan dung dalam isi 
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Gambar  2
Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap dan Perilaku Aparatur dalam

Mengelola APBD dan Aset Daerah pada Tahap Axial Coding

Gambar 3
Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Mengelola 

APBD dan Aset Daerah pada Tahap Selective Coding
Sumber : Data telah diolah
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open coding dan axial coding di atas, akan 
tetapi mengurangi peng ungkapan secara 
ber ulang-ulang. 

Pertama, sikap pemerintah daerah di 
badan pengelola keuangan dan aset dae-
rah adalah bersedia melakukan pengelolaan 
keuangan daerah. Sikap ini dido rong oleh 
stimulus dari pemerintah pusat, yaitu UU 
dan Peraturan lainnya yang telah ditetapkan 
sebagai acuan dalam pengelolaan keuang-
an pemerintah. Jika aparatur tidak melak-
sanakan rambu-rambu yang telah ditetapkan 
oleh pe merintah pusat, maka mereka akan 
menemui kesulitan di kemudian hari. Sikap 
ter sebut memunculkan perilaku aparatur 
pemerintah daerah untuk me lakukan peng e-
lolaan keuangan pemerintah dengan menga-
cu kepada UU dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri. 

Kedua, sikap amanah. Aparatur be-
ranggapan bahwa semua tugas dan tang gung 
jawab yang diberikan merupakan amanah 
yang harus di kerjakan dan diper tanggung-
jawabkan. Sikap ini menunjukkan bahwa 
aparatur pemerintah da erah di Kabupaten 
Buton telah siap untuk melak sanakan semua 
amanah yang di ber ikan pemerintah. Sikap 
amanah ini me munculkan perilaku aparatur 
untuk me lak sanakan pengelolaan keuangan 
daerah dengan baik, salah satunya adalah 
mem beri persetujuan atas SPJ, melakukan 
penyimpanan, penyetoran, pen cata tan, dan 
verifi kasi SPJ yang telah masuk. 

SIMPULAN
Berdasakan hasil analisis tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ditemukan be be-
rapa sikap dan peri laku dalam pengelolaan 
APBD dan Aset daerah. Sikap-sikap terse-
but berkaitan dengan perilaku yang mun-
cul dalam diri aparatur. Dalam bagian ini, 
semua sikap direspon dengan baik sehingga 
memun culkan perilaku yang searah dengan 
sikap yang dimiliki aparatur. Sikap aktif ter-
sebut ditanggapi dengan baik dan antusias 
sehingga dapat memunculkan perilaku yang 
implementasi pelak sanaannya menjadi baik. 
Dalam bagian pengelolaan aset daerah juga 
demikian. Aparatur merespon sikap tersebut 
se hingga aparatur menghasilkan perilaku 
yang searah dengan sikap ter sebut. Pejabat 
pengelola ke uangan maupun aset daerah 
mem punyai sikap menjaga amanah sehingga 
mereka melakukan pengelo laan aset daerah 
dengan sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, ada tiga hal yang 

ditemukan dari paparan data di atas. Perta-
ma, sikap apa ratur pemerintah daerah pada 
tataran kepala satuan kerja pemerintah dae-
rah  (KSKPD)  dan  kepala  bidang   mas-
ing-masing yang menunujuk kan sikap yang 
aktif dalam pengelolaan keuangan maupun  
pengelolaan aset daerah. Per nyataan si-
kap tersebut dapat memunculkan perilaku 
yang baik bahwa kepala SKPD bersama ke-
pala bidang secara bersama-sama melaku-
kan pengelo laan ke uangan dan aset daerah. 
Kedua, bahwa sikap aparatur pada tataran 
kepala bagian, kepala sub bagi an, bagian 
SIMDA,  bagian perbendaharaan, serta ba-
gian akuntansi menunjuk kan ke mauan, ke-
siapan, serta keinginan dalam mela kukan 
pengelolaan ke uangan dan aset daerah. Jadi, 
hal itu sedikit berbeda dengan jajaran ke-
pala sa tuan kerja perang kat daerah dengan 
pejabat setingkat/dua tingkat di bawahnya. 
Pernyataan tersebut dapat dibuktikan me-
lalui kategorisasi pada diagram Gambar 3 di 
atas. 

Dalam Pengelolaan APBD dan aset dae-
rah, aparatur pemerintah tetap berperilaku 
optimis. Keduanya dilaku kan dengan baik. 
Jika ditelusuri lebih lanjut, ter nyata hal itu 
disebabkan oleh sikap mereka yang selalu 
tun duk dan patuh ter hadap perintah atasan. 
Mereka merasa sebagai pega wai yang harus 
menjalankan perintah atasan nya dengan se-
baik-baik nya meskipun dalam ke ada an san-
gat ter batas.  Keter batasan aparatur bah-
kan men jadi pemicu untuk lebih ber usaha 
secara mak simal agar semua yang menjadi 
ham batan aparatur dapat teratasi dengan 
se baik-baiknya.  
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